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ABSTRAK 

Nama :  Nuzulul Rahmah 

NIM :  160102003 

Judul Skripsi :  Analisis Legalitas Usaha Pengobatan Tradisional Dalam   

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengobatan 

Tradisional Pusaka Alam di  Kecamatan Lueng Bata) 

Pembimbing 1   :  Dr. Husni Mubarak, Lc, MA 

Pembimbing 2  :  Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak.CA 

Kata Kunci :  Legalitas Usaha, Pengobatan Tradisional, Hukum Islam 

Tebal Skripsi :  63 halaman 

 

Legalitas usaha pengobatan tradisional adalah suatu izin usaha yang diperoleh 

oleh usaha pengobatan dengan cara mendaftarkan usahanya ke Dinas 

Pendidikan dengan membawa syarat yang telah ditentukan. Pengobatan 

tradisional merupakan salah satu upaya kesehatan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang artinya adalah 

pengobatan yang dilakukan secara turun temurun. Dalam Islam pengobatan 

tradisional belum berkembang, hanya saja dalam Islam pengobatan dari 

Rasulullah yang sudah berkembang yaitu pengobatan herbal. Penelitian ini 

bertujuan untuk mencari jawaban pokok mengenai legalitas usaha pengobatan 

tradisional Pusaka Alam dan bagaimana dalam perspektif hukum Islamnya. 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis dan 

data yang diperoleh secara kualitatif. Pengumpulan data didapatkan melalui 

hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dan data dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa usaha pengobatan tradisional Pusaka Alam tidak 

memperpanjang surat izin usahanya dan usaha pengobatan tradisional Pusaka 

Alam bertentangan dengan Undang– Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang 

Wajib Daftar Perusahaan mengenai Bentuk usaha. Adapun legalitas usaha dalam 

Islam juga diperlukan karena itu salah satu aturan mentaati ulil amri 

(pemerintah). Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha pengobatan 

tradisional tanpa izin usaha bertentangan dengan Undang-Undang dan juga 

bertentangan dalam hukum Islam. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، 

 :اما بعد. الدينوعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم 
Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji dan syukur  penulis panjatkan 

kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, 

nikmat, karunia, kesehatan serta keberkahan umur kepada penulis sehingga atas 

izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul  

“ANALISIS LEGALITAS USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Klinik Pengobatan 

Tradisional Pusaka Alam di Banda Aceh)”, yang merupakan syarat dalam 

rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 

prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. Shalawat beserta salam 

senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga,para 

sahabat dan juga pengikutnya yang telah membawa umat manusia keluar dari 

zaman kejahilan dan kekufuran menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan yang menjunjung tinggi etika dan akhlaqul karimah. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa 

bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan 

hingga penyusunan laporan skripsi ini. 

Penulis menyadari, bahwa terselesainya karya ilmiah ini tidak akan 

terwujud dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan bimbingan dan 

arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 
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karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa hormat dan 

haru penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

diantaranya : 

1. Bapak Dr. Muhammad Shiddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 

2. Bapak Arifin Ilham Abdullah S.HI., MH, selaku Ketua Prodi Hukum 

Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry beserta jajaran Staf Prodi Hukum 

Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry yang senantiasa membantu dan 

memberi pelayanan terbaik kepada kami para mahasiswa Hukum 

Ekonomi Syari’ah. 

3. Bapak Dr. Husni  Mubarak, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak 

Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak., CA sebagai pembimbing II yang dengan 

penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberi membimbing, memberi 

bantuan, ide, masukan dan nasehat serta telah mengorbankan waktu dan 

tenaga untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan karya tulis 

dengan cepat dan baik.  

4. Terima kasih kepada bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang 

senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran dan memotivasi 

penulis mulai dari pembuatan proposal hingga selesainya skripsi ini. 

5. Terima kasih kepada seluruh bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan 

Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang berkah mulai dari 

awal hingga akhir semester serta telah membantu penulis hingga dapat 

menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat. 

6. Terima kasih kepada pihak Klinik Pusaka Alam Kota Banda Aceh yang 

telah membantu penulis serta meluangkan waktu untuk memberi 

informasi maupun lainnya mengenai permasalahan skripsi penulis. 

7. Penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya penulis lanturkan kepada 

dua insan penawar hati dan penyemangat hidup yaitu Ayahanda 
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Mawardi dan Ibunda Siti Aidar yang telah melahirkan dan membesarkan 

penulis dengan penuh ketulusan dan kasih sayang, membimbing serta 

mendidik penulis agar taat dan beriman kepada Allah SWT, dan 

membentuk karakter penulis agar menjadi pribadi yang kuat dan selalu 

berusaha serta bersyukur. 

8.  Terima kasih banyak juga penulis ucapkan kepada kakak tersayang Siti 

Safura yang menjadi penyemangat utama, senantiasa menghibur dan 

memberi dukungan secara langsung kepada penulis agar dapat 

menyelesaikan skripsi dalam waktu cepat. Doa, nasehat, arahan dan 

dukungan keluargalah yang telah menjadi motivasi utama penulis untuk 

dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

9. Terima Kasih kepada Abg Razi, Fira Ulmiana, Sri mariati, Ayu Sarami, 

dan Balqis yang selalu ada untuk penulis dan memberi dukungan 

langsung dalam pembuatan karya ilmiah ini. 

10. Terima kasih yang sedalam-dalamnya juga penulis ucapkan kepada 

seluruh sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Leting 2016 dan 

rekan-rekan di Himpunan Mahasiswa Aceh Besar yang telah banyak 

mengarahkan penulis dalam berorganisasi dan mencetak pengalaman 

bermakna dalam proses perkuliahan. 

11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu. 

Dengan harapan besar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini 

semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada 

penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal ‘Alamin. Akhir 

dari tulisan ini menulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini 

terdapat kendala dan kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena 

itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang membangun, 
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mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang 

membangun. 

 

Banda Aceh, 20 Desember 2020 

Penulis, 

 

 

Nuzulul Rahmah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 

Latin. 

Huru

f 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Alῑf tidak ا

dilamba

ngkan 

tidak 

dilambang

kan 

 țā’ ț te ط

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ zet ظ Bā’ B Be ب

(dengan 

titik di 

bawah)  

 ain ‘ koma‘ ع Tā’ T Te ت

terbalik 

(di atas)  

 Śa’ Ś es (dengan ث

titik di 

atas) 

 Gain g Ge غ
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 Fā’ f Ef ف  Jῑm J je ج

 Hā’ ḥ ha ح

(dengan 

titik di 

bawah) 

 Qāf q Ki ق

 Kāf k Ka ك Khā’ Kh ka dan ha خ

 Lām l El ل Dāl D De د

 Żal Ż zet ذ

(dengan 

titik di 

atas) 

 Mῑm m Em م

 Nūn n En ن Rā’ R Er ر

 Wau w We و Zai Z Zet ز

 Hā’ h Ha ه Sῑn S Es س

Hamz ء Syῑn Sy es dan ye ش

ah 

‘ Apostrof 

 Șād ș es (dengan ص

titik di 

bawah) 

 Yā’ y Ye ي

 Ḍad ḍ de ض

(dengan 

titik di 

bawah) 

    

 

 



 

xii 
 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal tunggal  

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  fatḥah A A 

  َ  kasrah I I 

  َ  ḍammah U U 

 

2) Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan 

huruf 

Nama 

ي  ...    fatḥah dan 

yā’ 

Ai a dan i 

و  ...   fatḥah dan 

wāu 

Au a dan u 

  

 Contoh: 

ت ب      kataba- ك 

ل      fa‘ala- ف ع 

 żukira- ذ ك ر    

ه ب      yażhabu- ي ذ 

ئ ل      su’ila- س 
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ي ف      kaifa- ك 

ل      haula- ه و 

 

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 

dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ى... ا...   fatḥah dan alῑf 

atau yā’ 

Ā a dan garis di 

atas 

...ي    kasrah dan yā’ ῑ i dan garis di 

atas 

. ..و    ḍammah dan 

wāu 

Ū u dan garis di 

atas 

  

 Contoh: 

 qāla- ق ا ل    

م ى    ramā- ر 

 qῑla- ق ي ل    

ل      yaqūlu- ي ق و 

 

4. Tā’ marbūțah 

 Transliterasi untuk tā’ marbūțah ada dua: 

1. Tā’ marbūțah hidup 

tā’ marbūțah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah ‘t’. 

2. Tā’ marbūțah mati 
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tā’ marbūțah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, 

transliterasinya adalah ‘h’. 

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā’ marbūțah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ة ا لأ ط ف ا ل   ض  و   rauḍ ah al-ațfāl- ر 

   -rauḍ atul ațfāl 

ة   ر  ن وَّ ي ن ة ا ل م  د   al-Madῑnah al-Munawwarah- ا ل م 

   -AL-Madῑnatul-Munawwarah 

ة    țalḥah- ط ل ح 

 

5. Syaddah (Tasydῑd) 

Syaddah atau tasydῑd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan 

sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydῑd, dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

   

بَّن ا  rabbanā- ر 

ل  nazzala-  ن زَّ

 al-birr-  الب ر  

 al-ḥajj-  الحج  

م    nu‘ ‘ima-  ن عِّ

 

6. Kata sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 
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1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik 

diikuti huruf syamsiyyahi maupun huruf qamariyyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

 Contoh: 

ل     ج   ar-rajulu- ار 

ة     يِّد   as-sayyidatu- اس 

س     م   asy-syamsu- اش 

 al-qalamu- الق ل م    

ي ع      al-badῑ‘u- الب د 

لا ل      al-jalālu- الخ 

 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

Contoh: 

ن   ذ و   ta’ khużūna-  ت أ خ 

ء  ’an-nau-  النَّو 

ي ئ  syai’un-  ش 

 inna-  إ نَّ 

ت   ر   umirtu-  أ م 
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 akala-  أ ك ل  

 

8. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

ق ي ن   از  الرَّ ي ر  خ  إنَّالله ل ه و   Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqῑn- و 

   -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqῑn 

ان   ي ز  ال م  ي ل و  اال ك  ف و   Fa auf al-kaila wa al-mῑzān- ف أو 

   -Fa auful-kaila wal- mῑzān 

ل ي ل اه ي م  ال خ   Ibrāhῑm al-Khalῑl- إب ر 

   -Ibrāhῑmul-Khalῑl 

ا ه ا س  م ر  اه او  ر  ج  م  الله  م   Bismillāhi majrahā wa mursāh- ب س 

ج  ال ب ي ت ل ى الن ا س  ح  لله  ع   Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man- و 

istațā‘a ilahi sabῑla 

ب ي لاا  ت ط ا ع  إل ي ه  س  ن  اس   Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistațā‘a- م 

ilaihi sabῑlā 

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
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Contoh: 

لٌ  س و  دٌ إلاَّر  م  ا م ح  ما  Wa mā Muhammadun illā rasul- وا

ع   ل ض ب ي تٍ وا ض  للنَّا س   إ نَّ أو   -Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi 

ك ةا  ب ا ر  ة  م   lallażῑ bibakkata mubārakkan   ل ل ذ ي ب ب كَّ

أن   ان  ال ذ ي أن ز ل  ف ي ه  ال ق ر  م ض  ر  ه ر   Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fῑh al-Qur’ānu- ش 

 -Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fῑhil qur’ānu 

ب ي ن   ف ق  ال م 
ا ه  ب ا لأ  ر  ل ق د   Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubῑn- و 

    Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubῑni 

ي ن   ا ل م  بِّ ال ع  د  لله  ر  م   Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamῑn- ال ح 

    Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamῑn 

 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 

ي بٌ  ف ت حٌ ق ر  ن  الله  و  رٌم   Nasrun minallāhi wa fatḥun qarῑb- ن ص 

ا ي عا م  ر  ج   Lillāhi al0amru jamῑ‘an- لله  الأم 

      Lillāhil-amru jamῑ‘an 

ل ي مٌ  ءٍ ع  الله  ب ك لِّ ش ي   Wallāha bikulli syai‘in ‘alῑm- و 

 

10. Tawid 

 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

 Catatan: 

  Modifikasi  
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1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

    Contoh: Șamad Ibn Sulaimān. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Obat merupakan zat yang dikonsumsi untuk pencegahan, penyembuhan, 

dan pemulihan penyakit serta peningkatan kesehatan. Obat yang beredar di 

masyarakat dapat digolongkan kedalam dua jenis yakni obat modern dan obat 

tradisional. Obat modern (medis) merupakan suatu bahan sistematis atau alam 

yang digunakan untuk menetapkan diagnose, mencegah, mengurangkan, 

menghilangkan dan menyembuhkan penyakit pada manusia atau hewan yang 

diolah secara modern. Sedangkan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan disebutkan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan 

bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan 

sarian (galentik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah 

digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
1
 

 Pengobatan secara tradisional menjadi salah satu pilihan masyarakat, 

karena mengandung bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuhan yang 

dianggap tidak mengandung zat kimia yang berbahaya dan diklaim tidak 

memiliki efek samping sama sekali. Pada umumnya, masyarakat menganggap 

bahwa pengobatan tradisional sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan 

antara manusia dengan alam sekitarnya dengan pemanfaatan holtikultura 

sebagai sumber nabati alamiah.
2
 

 Pengobatan tradisional belum berkembang pada masa Rasululah, tetapi 

Islam telah mengenal sistem pengobatan berbasis herbal sejak masa Rasulullah. 

Sistem pengobatan yang dikenal luas dalam khazanah Islam ini mengacu kepada 

perkataan dan tindakan Rasulullah SAW yang terkait dengan upaya 

                                                             
 
1
  Pudjo Handoko, “Pengobatan Alternatif”, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 

2008), hlm. 2 

 
2
Soedarmilan Soeparto, “Jamu Jawa Asli”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset 

1999), hlm. 42 
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menanggulangi wabah, penyembuhan, dan perawatan pasien dari berbagai 

penyakit. Sistem pengobatan yang diadopsi dari Rasulullah SAW ini dikenal 

sebagai thibbun An-nabawi (pengobatan ala Nabi). 

 Dalam sirah Nabawiyyah, banyak sekali Rasulullah memberikan anjuran 

obat bagi sahabat yang sakit yaitu jenis obat-obatan seperti jintan hitam, madu, 

minyak zaitun, kurma, air am-zam, bawang putih dan lainnya. Rasulullah juga 

mengajarkan pengobatan seperti bekam. Selain itu ayat-ayat Alquran juga sering 

sekali digunakan untuk pengobatan,yang dikenal dengan pengobatan ruqyah. 

Secara garis besar Ibnu al-Qayyim membagi tiga jenis pengobatan 

Rasulullah yaitu pengobatan dengan menggunakan obat-obat alami, pengobatan 

dengan menggunakan obat Ilahiah serta pengobatan dengan menggabungkan 

kedua unsur tersebut. Pengobatan-pengobatan tradisional yang berkembang di 

kalangan masyarakat sekarang ini baik supranatural maupun natural dihalalkan 

dalam syariat Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah 

Allah dan Rasul tetapkan sebagai tuntunan dalam kehidupan muslim. Di 

Indonesia umumnya, dan di Aceh khususnya, jenis pemakaian pengobatan 

tradisional yang diwariskan secara turun temurun sebagai tradisi seperti ma’jun, 

jamu dan pijat refleksi diperbolehkan.  

 Pengobatan tradisional dianggap oleh masyarakat sebagai pengobatan 

yang dilahirkan secara turun temurun dan bermanfaat bagi kesehatan, mudah 

digunakan serta gampang  ditemukan atau didapatkan, harga jauh lebih 

terjangkau dari pada obat kimiawi racikan pabrik yang diresepkan oleh dokter. 

Semakin banyak masyarakat yang mengincar pengobatan tradisional membuat 

sebagian orang berinisiatif untuk membuka praktek pengobatan tradisional 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menambah penghasilan. Namun, 

meskipun menjalankan operasional pengobatan tradisional, pemerintah tetap 

mengharuskan persyaratan tertentu untuk praktik pengobatan tradisional, demi 

untuk melindungi konsumen khususnya dan masyarakat umumnya. Persyaratan 

tersebut dimuat dalam suatu regulasi dalam bentuk ketentuan perizinan usaha. 
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Setiap badan usaha yang beroperasi secara professional harus memiliki izin 

usaha agar dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan legal yang telah ditetapkan. 

Ketentuan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Aceh. 

 Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi 

syarat operasional usaha. Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat 

tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas 

kegiatan usaha. Legalitas kegiatan usaha yang dimaksud terdiri atas bukti tanda 

daftar usaha perdagangan (TDUP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP). 

Kedua bukti legalitas kegiatan tersebut diatur dalam SK Menperindag No. 

408/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian TDUP dan SIUP.
3
 

 Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang 

terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau 

mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata 

lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di 

mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen 

hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.
4
 

 Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 

satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu 

usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. 

Dengan memiliki izin maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan 

dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran dan dapat dipercaya oleh 

masyarakat. Surat izin  suatu usaha bisa didapatkan dengan cara melampirkan 

syarat-syarat yang sudah di tentukan oleh Dinas Kesehatan. Dengan adanya 

surat izin usaha maka pelaku usaha bisa dengan bebas menjual atau 

memperdagangkan produknya. 

                                                             
 

3
 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perusahaan Indonesia”, ( Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, 2006 ), hlm. 297 

 
4
 Janes Sidabalok, “Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran 

Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia”, (Bandung: CV. Nuansa 

Aulia, 2012 ), hlm. 3 
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 Namun kenyataannya sebagian besar pelaku usaha belum memiliki izin 

dalam berusaha dan dampaknya pada usaha yang mereka miliki sulit untuk 

berkembang karena belum memiliki legalitas yang sah dan menyulitkan 

kalangan usahawan untuk mendapatkan akses modal secara lebih luas dalam 

melakukan usaha. Salah satu Faktor yang menyebabkan para pelaku usaha tidak 

memiliki kemauan untuk mengurus izin usaha karena proses pembuatan izin 

usaha menggunakan waktu yang cukup panjang dan dikenakan biaya 

administrasi. Oleh sebab itu maka pemerintah akan membuat kebijakan untuk 

memberikan izin kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. 

 Praktik pengobatan tradisional dapat dilakukan oleh semua kalangan 

dengan mengajukan syarat ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin usaha. 

Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pelayanan Kesehatan 

Daerah Tingkat II yang bermaterai Rp.6000
5
. Pemilik bisa perorangan atau 

badan hukum seperti Yayasan, Koperasi, PT atau CV, agar praktik pengobatan 

dapat berjalan secara legal. 

 Pengobatan tradisional diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Pasal 1 angka 16 UU Kesehatan 

menetapkan bahwa pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau 

perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan 

keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan 

dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pasal 105 UU 

Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan 

kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standard dan/atau persyaratan 

yang ditentukan. Standar yang ditentukan ini dapat mengacu SK Menteri 

Kesehatan No.659/Menkes/SK/X/1991 tentang cara Pembuatan Obat 

Tradisional yang baik (CPOTB). CPOTB adalah cara pembuatan obat 

tradisional yang diikuti dengan pengawasan menyeluruh, dan bertujuan untuk 

                                                             
 

5
 Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 

Pasal, 5 dan 11. 
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menyediakan obat tradisional yang senantiasa memenuhi persyaratan yang 

berlaku. 

Salah satu kewajiban para pelaku usaha harus mempunyai SIUP (Surat 

Izin Usaha Perdagangan). Surat Izin Usaha Perdagangan yang dijadikan sebagai 

bukti legalitas atas perusahaannya dalam melakukan segala kegiatan usahanya. 

Dengan adanya SIUP ini para pengusaha pengobatan tradisional dapat 

menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan normatif yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah, karena usaha pengobatan tradisional ini memiliki banyak aspek 

yang harus dilakukan, dan hal tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan 

masyarakat, sehingga dengan adanya legalitas operasional usaha pengobatan 

tradisioal tersebut akan terlindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu  

Dinas Kesehatan dalam memberikan SIUP harus mampu menilai kemampuan 

pihak pengusaha menjalankan fungsinya dengan baik dan profesional serta 

teruji, sehingga tidak terjadi penipuan kepada masyarakat sebagai konsumen. 

Untuk itu mutlak dilakukan prosedur yang pasti dalam menilai kemampuan dan 

kinerja yang akan dilakukan oleh pihak pengusaha pengobatan tradisional sesuai 

dengan standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan ini. 

Penelitian ini memfokuskan pada salah satu pengobatan tradisional yang 

masih digunakan oleh masyarakat yaitu pengobatan tradisional Pusaka Alam. 

Seperti halnya perusahaan pengobatan tradisional di Banda Aceh yang mana 

perusahaan tersebut sudah mempunyai surat perizinan untuk membuka usahanya 

dari Dinas Kesehatan. Salah satunya usaha pengobatan tradisional Pusaka Alam. 

Tetapi ada juga yang tanpa adanya perizinan, contohnya seperti pengobatan 

tradisional di rumah-rumah tanpa membuka usaha toko secara komersil 

sehingga tidak memiliki perizinan tentang legalitasnya.  Pengobatan tradisional 

di rumah sama dengan pengobatan tradisional di klinik-klinik dan obat yang 

diracik pun sama seperti klinik tradisional lainnya, karena lazimnya setiap obat-

obatan baik yang diramu oleh pihak perusahaan farmasi maupun klinik alternatif 

tetap memiliki efek samping oleh karena itu dibutuhkan pengawasan agar 
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masyarakat sebagai konsumen akan terlindungi dari berbagai akibat yang 

muncul dari mengkonsumsi obat-obatan dari klinik alternative ini sebagai 

tindakan malreaktek.  

 Pusaka Alam salah satu klinik tradisional yang beralamat di depan kejati 

aceh Jl. Mr. Teuku Moh. Hasan, Batoh, Kec. Lueng Bata, Banda Aceh. Klinik 

ini telah memiliki surat izin praktik yang didapatkan secara legal dari Dinas 

Kesehatan. Cara mendapatkan surat izin tersebut dengan mengikuti berbagai 

tahapan yang telah ditentukan, namun surat izin usaha tersebut hanya berlaku 

sampai tahun 2017, dan sampai sekarang klinik Pusaka Alam tidak 

memperpanjang surat izin praktiknya. 

 Pada dasarnya, walaupun klinik Pusaka Alam tidak lagi legal tetapi 

masih saja ada yang melakukan pengobatan di klinik tersebut. Sehari ada 1-2 

orang yang melakukan pengobatan tersebut. Masyarakat masih saja 

mempercayai pengobatan di Pusaka Alam bisa menyembuhkan berbagai 

penyakit. Penyakit yang dapat diobati yaitu, liver, stroke, darah tinggi dan 

berbagai macam lainnya. 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik 

untuk membuat suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk proposal 

skripsi dengan mengambil judul “Analisis Legalitas Usaha Pengobatan 

Alternatif Dalam  Perspektif Hukum Islam  (Studi Kasus Pengobatan 

Alternatif Pusaka Alam Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun yang menjadi permasalahan dari penjelasan latar belakang 

masalah adalah : 

1. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemilik usaha untuk 

memperoleh legalitas Klinik Pengobatan Tradisional di Banda Aceh ? 
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2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik dan konsumen 

Klinik Pengobatan Alternatif di Banda Aceh ? 

3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap kewajiban Legalitas Usaha 

Klinik Pengobatan Alternatif  di Kota Banda Aceh ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 Dengan merujuk pembahasan di atas maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian adalah : 

1. Untuk meneliti upaya yang dilakukan untuk memperoleh legalitas usaha 

Klinik Pengobatan Alternatif di Banda Aceh. 

2. Untuk megetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik dan 

konsumen Klinik Pengobatan Alternatif di Banda Aceh. 

3. Untuk menganalisis usaha Pengobatan Alternatif di Banda Aceh menurut 

pandangan Hukum Islam. 

 

D. Penjelasan Istilah 

 Untuk memudahkan para pembaca memahami istilah penilaian karya 

tulis ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang 

terkandung dalam judul karya tulis ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan disini adalah sebagai berikut : 

a. Legalitas Usaha  

 Legalitas Usaha adalah sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin 

dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang 

pengusaha atau suatu perusahaan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap 

pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi 

pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.
6
 

 

                                                             
 
6
 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9. Tentang Penertiban Izin 

Usaha ( Jakarta,2009) 
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b. Pengobatan Tradisional 

 Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan 

cara,obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan 

turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan 

norma yang berlaku dalam masyarakat.
7
 Sedangkan Pengobatan Alternatif 

merupakan jenis pengobatan di luar tindakan medis modern. Biasanya 

pengobatan jenis ini berupa pengobatan tradisional yang tidak memiliki standar 

praktik kepercayaan turun-menurun. 

c. Obat Tradisional 

 Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dan 

bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan 

berdasarkan pengalaman. 

d. Hukum Islam 

 Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman 

manusia atas nash Alqur’an maupun As-sunnah untuk mengatur kehidupan 

manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan 

makan (ruang) manusia. Di dalam Al-qur’an dan As-sunnah, istilah al-hukm al-

islam tidak dijumpai. Al-qur’an maupun As-sunnah menggunakan istilah al-

syari’ah, yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah al-fiqh. Pada titik 

inilah kita berpendapat, “hukum islam adalah seperangkat norma hukum dari 

Islam sebagai agama, yang berasal dari wahyu Allah, Sunnah Rasul-Nya, dan 

ijtihad para uliy al-amri”.
8
 

 

 

 

                                                             
 
7
 Darma Satria, “Complementary and Alternative Medicine (CAM)”, Jurnal Vol. IV 

No.3, 2013, hlm. 83 

 
8
 Said Agil Husin Al-Munawar, “Hukum Islam dan Pluralitas Sosial” (Jakarta : 

Penamadani, 2005), hlm. 6-7 
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E. Kajian Pustaka 

 Menurut penulusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang 

spesifik yang membahas secara detail tentang analisis legalitas usaha 

pengobatan alternatif dalam perspektif hukum islam di . Namun  terdapat tulisan 

atau penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penulis di antaranya,yaitu 

penelitian Sistem Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Obat Tradisional 

Ditinjau Menurut Manajemen Syariah (studi kasus pada penjualobat tradisional 

di kota Banda Aceh)
9
 di susun oleh Siti Masyithah , lulus 2015. Dalam karya ini 

masalah yang dikaji adalah BPOM sudah mengawasi peredaran obat tradisional 

dengan baik. Ruang lingkup pengawasannya keseluruh Kabupaten di seluruh 

Aceh yang dilakukan secara berkala sebulan sekali, dengan cara melakukan 

pengawasan terhadap para pedagang obat tradisional dipasar, menegecek nomor 

registrasi obat, obat kadarluarsa serta melakukan pengujian dilaboratorium 

untuk memastikan tidak mengandung zat berbahaya di dalamnya. Pengawasan 

yang dilakukan BPOM belum memenuhi unsur-unsur syariah. BPOM belum 

melaksanakan amanahnya sesuai dengan tuntutan syara’ atau aturan yang 

berlaku. Hal tersebut tercermin dari pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, 

yang pengawasannya hanya ditujukan kepada sarana-sarana legal saja, 

sedangkan pada sarana illegal seperti pedagang obat tradisional kaki lima 

BPOM belum mengawasinya. 

 Penelitian yang kedua yaitu penelitian tentang Praktik Pengobatan 

Tradisional Bibi Masyarakat Desa Pagergunung Kecamatan Wanayasa 

Kabupaten Banjarnegara
10

, di susun oleh Lifawati, lulus 2015. Dalam skripsi 

ini membahas tentang pengobatan tradisional bibi sebagai salah satu pengobatan 

                                                             
 
9
 Siti Masyithah, “Sistem Pengawasan BPOM terhadap peredaran obat tradisional 

ditinjau menurut manajemen syariah (studi kasus pada penjual obat tradisional di Kota Banda 

Aceh)”,  Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2015) 

 
10

 Lifawati, “Praktik Pengobatan Tradisional Bibi Masyarakat Desa Pagergunung 

Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara”, Skripsi ( Semarang : Universitas Negeri 

Semarang, 2015 ) 
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local pada masyarakat pagergunung. Bagian penting dari pengobatan bibi, 

adanya keyakinan tentang hari sangaran dan impen-impen. Hari sangaran 

adalah hari pantangan bagi bibi untuk tidak boleh melakukan pengobatan, 

karena jika dilanggar penyakit justru akan semakin parah. Impen-impen 

digunakan sebagai media interaksi antara bibi dengan agen aktif yang 

menyebabkan sakit. Proses pengobatatn bibi terdiri dari tiga tahapan, pada hari 

pertama bibi memberikan air putih yang telah dibacakan doa-doa untuk dibawa 

pulang. Hari kedua bibi melakukan penyentuhan pada bagian yang menjadi 

keluhan sakit para pasien, dan hari ketiga bibi melakukan proses penyemburan 

untuk mengusir agen aktif.  

 Penelitian ke tiga yaitu skripsi yang berjudul Perilaku Masyarakat Pada 

Pengobatan Tradisional Sangkal Putung H.Atmo Saidi di Desa Sroyo 

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
11

, di tulis oleh Siti Rochani, lulus 

2015. Dalam skripsi ini membahas tentang proses pengambilan keputusan 

masyarakat pada pengobatan tradisional sangkal putung diawali dari masyarakat 

mengenal pengobatan tradisional sangkal putung melalui “getok ular”, 

kemudian masyarakat memberikan reaksinya secara positif atau negative dan 

masyarakat melakukan pertimbangan serta mengumpulkan informasi untuk 

memantapkan keputusannya. Selanjutnya masyarakat melaksanakan keputusan 

yang telah dipilih sampai pada proses terakhir masyarakat memberikan 

konfirmasi dari pelaksanaan yang telah dilakukan. 

 Penelitian ke empat tentang Testimoni Iklan Pengobatan Tradisional 

Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perlindungan Konsumen pada 

Klinik Pengobatan Alternatif di Banda Aceh)
12

 , di tulis oleh Muhammad Azmi, 
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 Siti Rochani, “Perilaku Masyarakat Pada Pengobatan Tradisional Sangkal Putung 

H.Atmo Saidi di Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar”, Skripsi ( Surakarta : 

Unversitas Sebelas Maret, 2015 ) 

 
12

 Muhammad Azmi, “Testimoni Iklan Pengobatan Tradisional Menurut Perspektif 
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lulus 2018. Penelitian yang dibahas tentang iklan testimony yang digunakan 

pelaku usaha untuk menarik perhatian masyarakat bertentangan dengan UU No. 

8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No.32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran. Klinik pengobatan mengiklankan produknya dengan kata-

kata tidak ada efek samping  yang dapat ditafsirkan salah terhadap keamanannya 

dan menawarkan sesuatu janji kesembuhan yang belum pasti. Hal ini akan 

berdampak pada pasien yang sudah termakan janji iklan, dimana adanya hak-

hak konsumen yang dirugikan karena hal tersebut. Dari paparan diatas dapat 

disimpulkan bahwa,iklan testimoni pengobatan tradisional bertentangan dengan 

hukum yamg berlaku dan dalam perjalanannya pemerintah dan masyarakat 

harus berperan aktif dalam proses pengawasan terhadap iklan-iklan seperti ini 

agar hak-hak konsumen tetap terpenuhi. 

 Selanjutnya penelitian yang ke lima tentang Pemanfaatan Sistem 

Pengobatan Tradisional di Pukesmas
13

, ditulis oleh Masitah Effendi lulus 2014. 

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pemanfaatan pengobatan tradisional yang 

dilakukan masyarakat yaitu untuk berobat, terapi untuk memulihkan 

kesehatannya. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan 

pelayanan pengobatan tradisional yang disediakan di puskesmas dikaenakan 

obatnya berasal dari herbal dan teknik pengobatannya alami, sehingga efek 

sampingnya kecil, biaya pengbatanpun lebih murah daripada pengobatan 

modern dan pengobatan tradisional yang disediakan oleh swasta. 

 Dari semua pembahasan diatas mengenai kajian pustaka, penulis tidak 

menemukan adanya objek pembahasan yang sama dengan penelitian yang akan 

penulis teliti tentang legalitas usaha pengobatan tradisional di Banda Aceh. 

Beberapa karya ilmiah diatas membahas tentang praktik, pemanfaatan, 

teestimoni iklan dan perilaku masyarakat terhadap pengobatan tradisional., 

namun penelitian ini lebih menekankan pada legalitas usaha pengobatan 
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tradisional dalam hukum islam. Oleh karena itu penulis lebih memfokuskan 

pada pembahasan ini untuk penulis jadikan sebuah skripsi sebagai tugas akhir 

dari jenjang stara satu (S1). 

 

F. Metode Penelitian 

 Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu menggunakan 

metode penelitian agar mendapatkan suatu tujuan penelitian yang jelas. Kualitas 

penelitian dapat dilihat dari metode penelitian yang lengkap, data yang dapat 

dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode tertentu. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu 

metode yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara 

mencari pokok permasalahan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan 

dengan permasalahan tersebut.
14

 Metode ini juga bertujuan untuk membuat 

gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
15

  

 Metode deskriptif yang digunakan adalah metode untuk menganalisis 

dan memecahkan masalah yang berkenaan pada legalitas usaha pengobatan 

tradisional di wilayah Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum islam. 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). 

a) Penelitian Lapangan  

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data 

primer, dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan 
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menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek 

penelitian. Dalam hal ini pengumpulan data langsung dari 

karyawan klinik dan pasien yang berobat pada klinik tersebut. 

b) Penelitian Kepustakaan (library research) 

Penelitian Kepustakaan yaitu suatu cara untuk mengumpulkan 

data penelitian yang diperoleh dari kepustakaan, khususnya 

berkaitan dengan cara mengutip, menyadur,dan mengulas 

literatus yang dimiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, 

baik yang bersumber dari buku-buku maupun artikel-artikel yang 

dianggap representatif. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik wawancara yang mendalam
16

 

a) Wawancara (interview),yang merupakan sebuah hal penting 

untuk memperoleh data primer dengan cara Tanya jawab antara 

pewawancara dengan yang diwawancarai. Wawancara dilakukan 

secara terarah dengan menanyakan informasi tentang jawaban 

terhadap rumusan masalah yang merupakan data primer proposal  

ini. 

b) Data Dokumentasi 

Data dokumantsi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan mengumpulkan data-data tertulis yang ada baik berupa 

catatan, buku, dan dokumentasi lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian mengenai legalitas usaha klinik pusaka alam. 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data adalah 

alat perekam (dapat menggunakan HP untuk merekam)dan alat tulis untuk 
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mencatat hasil wawancara . Instrumen sebagai alat pengumpulan data harus 

betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian  rupa sehingga menghasilkan data 

empiris sebagaimana adanya. 

4. Langkah-langkah Analisis Data 

 Data yang telah didapatkan dan diteliti, selanjutnya dianalisa oleh 

penulis untuk mengambil suatu kesimpulan aktual. Setelah dilakukan 

pengumpulan serta pengo;ahan data, maka selanjutnya akan disusun laporan 

akhir dari hasil penelitian.  Penulis akan menganalisis secara deskriptif kualitatif 

dengan penulisan deduktif, yaitu penyusunan dari data umum dikelola ke data 

khusus yang menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada 

dengan didukung oleh data lapangan dan teori. 

 Metode analisis deskriptif kualitatif menurut Norman K.Denzim, 

Profesor Sosiologi University of illonis dan Yvonna S.Lincoln, Profesor Higher 

Education Texas A&M University (2009:2) bahwa “penelitian kualitatif 

merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup 

pendekatan interpretative dan naturalistik terhadap subjek kajiannya”. Artinya 

peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di dalam konteks alamiahnya, yang 

berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna 

yang dilekatkan pada manusia (peneliti) kepadanya. Hal yang menjadi catatan 

bahwa “penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan 

kumpulan berbagai data empiris – studi kasus, pengalaman pribadi,introspeksi, 

perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis dan visual 

yang menggambarkan saat-saat dan problematis dalam kehidupan seseorang.
17

 

5. Pedoman Penulisan 

 Penyajian data yang disajikan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku 

Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018 Edisi Revisi 2019. Sedangkan 
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untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan 

oleh Kementrian Agama tahun 2009. 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Pada penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan sistematika 

pembahasan agar dapat merangkum pembahasan secara keseluruhan. Untuk 

memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini  

maka sistematika pembahasannya terdiri empat bab, sebagaimana tersebut 

dibawah : 

 Bab satu, pendahuluan untuk menjelaskan awal langkah karya ilmiah ini  

yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

 Bab dua menjelaskan tinjauan umum tentang pengobatan tradisional dan 

azas legalitas dalam Islam, hukum positif pengobatan tradisional dan legalitas 

usahanya, perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen pengobatan 

tradisional. 

 Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang 

dilakukan, yaitu upaya yang harus dilakukan oleh pemilik usaha untuk 

memperoleh legalitas usaha klinik pengobatan tradisional di Pusaka Alam, 

ketentuan bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik dan konsumen klinik 

pengobatan tradisional, dan usaha pengobatan tradisional di pusaka alam 

menurut pandangan islam. 

 Bab empat penulis menutup penelitian ini dengan menarik kesimpulan 

dari tiap-tiap pembahasan yang dipaparkan dan kemudian mengemukakan saran 

yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini. Sebagai bahan 
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rujukan penulis melampirkan daftar perpustakaan dengan mencantumkan 

sejumlah buku yang penulis baca dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
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BAB DUA 

PENGOBATAN TRADISIONAL DAN LEGALITASNNYA 

DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

 

A. Pengobatan Tradisional Secara Umum 

 Sejak dahulu manusia selalu mengandalkan lingkungannya untuk 

memenuhi seluruh kebutuhannya, seperti untuk makan, minum, berteduh, 

menggunakan pakaian, obat, pupuk, pewangi, dan bahkan untuk kecantikan. 

Salah satu komponen lingkungan yang digunakan oleh manusia dalam 

memperoleh hidup yang sehat adalah dengan menggunakan tumbuhan, dalam 

bentuk jamu atau obat tradisional.
18

 Pengobatan tradisional di Indonesia 

bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia . Pengobatan tradisional 

menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini. 

Sejak dahulu 

 Perkembangan ilmu pengobatan mengikuti perkembangan peradaban 

manusia. Oleh karena itu, semakin berkembang peradaban manusia, ternyata 

penyakit pun ikut berkembang pula. Faktanya, pesatnya kemajuan pengobatan 

hingga ditemukannya obat-obatan kimia, ternyata tidak dapat menggantikan 

fungsi obat herbal. Obat kimia selalu ditakuti karena efek samping yang tidak 

baik bagi tubuh, sedangkan obat herbal lebih aman dan nyaman digunakan oleh 

masyarakat. Obat herbal berbahan dasar alam atau alami itu mampu 

menanggulangi efek samping yang buruk. 

 Pengobatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 

proses perbuatan mengobati, yang berarti pengobatan adalah suatu cara untuk 

memulihkan atau menyembuhkan suatu penyakit dengan menggunakan cara 

tertentu sedangkan pengertian tradisional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada 

norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Saat ini istilah 

pengobatan tradisional lebih dikenal dengan pengobatan alternatife. Hal tersebut 

dikarenakan masyarakat menggunakan pengobatan tersebut sebagai pengganti 

dari sistem pengobatan modern. Pengobatan alternatife dimaksudkan sebagai 

bentuk pelayanan pengobatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang 

tidak termasuk dalam standar pengobatan kedokteran modern (pelayanan 

kedokteran standar) dan dipergunakan sebagai alternatif atau pelengkap 

pengobatan kedokteran modern tersebut. 

 

1. Pengertian pengobatan tradisional 

 Pengobatan Tradisional Indonesia (PTI) adalah salah satu sistem 

pengobatan kuno yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan praktik tentang 

kesehatan dan penyembuhan; berdasarkan pada pengalaman, kepercayaan dan 

teori; yang terkait dengan budaya Indonesia, dan diturunkan dari generasi ke 

generasi; serta digunakan dalam pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, 

diagnosis, dan penatalaksanaan penyakit fisik & mental.
19

 

  Menurut keputusan Menteri Republik Kesehatan Indonesia 

Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan 

Tradisional, Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan 

dengan cara obat dan pengobatnya yang mengacu pada pengalaman, 

keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan yang diterapkan 

sesuai dengan norma yang berlakuk dalam masyarakat. 

 Pengobat tradisional mempunyai arti yang berbeda-beda dengan 

pengobatan alternatif. Namun di masyarakat luas pengertian antara pengobatan 

alternatif dengan pengobatan tradisional seringkali ditafsirkan sama. Pengobatan 
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tradisional di satu sisi dapat pula berupa pengobatan alternatif. Pengertian dari 

pengobatan tradisional pada sangat beragam. 

 Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai pengobatan tradisional, 

antara lain : 

a. Menurut Drs. Slamet Susilo, saat itu menjabat Direkyut Jenderal 

Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI, 

mengartikan pengobatan tradisional sebagai suatu upaya kesehatan 

dengan cara lain dari ilmu kedokteran dan berdasarkan pengetahuan 

yang diturunkan secara lisan maupun tulisan berasal dari Indonesia 

maupun diluar Indonesia.
20

 

b. Pengertian yang dikemukakan dalam Seminar Pelayanan 

Pengobatan Tradisional Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

Tahun 1978 yaitu usaha yang dilakukan untuk mencapai 

kesembuhan, pemeliharaan dan peningkatan taraf kesehatan 

masyarakat yang berdasarkan cara berpikir, kaidah-kaidah atau ilmu 

diluar pengobatan ilmu kedokterann modern, diwariskan secara 

turun-temurun atau diperoleh secara pribadi dan dilakukan dengan 

cara yang tidak lazim dipergunakan dalam ilmu kedokteran.
21

 

 Menurut WHO (2000), pengobatan tradisional adalah jumlah total 

pengetahuan, keterampilan, dan praktek-praktek yang berdasarkan pada teori-

teori, keyakinan, dan pengalaman masyarakat yang mempunyai adat budaya 

yang berbeda, baik dijelaskan atau tidak, digunakan dalam pemeliharaan 

kesehatan serta dalam pencegahan, diagnosa, perbaikan atau pengobatan 

penyakit secara fisik dan juga mental. Selain itu, pengobatan tradisional juga 

salah satu cabang pengobatan alternatif yang bisa didefinisikan sebagai cara 
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pengobatan yang dipilih oleh seseorang bila cara pengobatan konvensional tidak 

memberikan hasil yang memuaskan.
22

  

 

2. Tujuan Pengobatan Tradisional 

Tujuan dari pelaksanaan pengobatan tradisional adalah :
23

 

a. Tujuan umum 

Meningkatnya pendayaagunaan pengobatan tradisional baik secara 

tersendiri atau terpadu pada sistem pelayanan kesehatan paripurna, 

dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 

Dengan demikian pengobatan tradisional merupakan salah satu 

alternatif yang relatif lebih disenangi masyarakat.oleh karenanya 

kalangan masyarakat berupaya mengenal dan jika dapat mengikut 

sertakan pengobatan masyarakat tradisional tersebut. 

b. Tujuan khusus 

1) Meningkatnya mutu pelayanan pengobatan tradisional, sehingga 

masyarakat terhindar dari dampak negative karena pengobatan 

tradisional. 

2) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah 

kesehatan dengan upaya pengobatan tradisional. 

3) Terbinanya berbagai tenaga pengobatan tradisional dalam 

pelayanan kesehatan. 

4) Terintegrasinya upaya pengobatan tradisional dalam program 

pelayanan kesehatan paripurna, mulai dari tingkat rumah tangga, 

puskesmas sampai pula tingkat rujukannya. 
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3. Jenis-jenis pengobatan tradisional 

 Menurut Asmino, pengobatan tradisional dibagi menjadi dua. Pertama, 

cara penyembuhan tradisional (traditional healing) yang terdiri dari pijatan, 

kompres, akupuntur dan sebagainya. Kedua ialah obat tradisional (traditional 

drugs) yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang telah tersedia dari alam 

seperti halnya tanaman, hewan, sumber mineral atau garam-garam serta mata air 

yang keluar dari tanah. Adapun berdasarkan unsur-unsur yang digunakan dalam 

proses pemberian layanan pengobatan/ layanan kesehatan, pengobatan 

tradisional dikelompokkan sebagai berikut:
24

 

a. Herbal-agency. Pengobatan tradisional yang menggunakan 

tanaman, baik bahan asli maupun olahan (ramuan) sebagai bahan 

pengobatannya. 

b. Animal-agency. Pengobatan tradisional yang menggunakan 

hewan, baik bahan dasar hewan, hasil, maupun perantara sebagai 

bahan dari proses layanan pengobatannya. 

c. Material-agency. Pengbatan tradisional yang menggunakan 

bahan- bahan material bumi sebagai bahan layanan pengobatan 

tradisional. Misalnya tusuk jarum, air dan terapi kristal. 

d. Mind-agency. Pengobatan tradisional yang menggunakan 

kekuatan jiwa sebagai bahan layanan pengobatan tradisional. 

Seperti energi chi, prana, spiritual dan hypnoterapy. 

e. Excen-agency. Pengobatan tradisional yang menggunakan sifat, 

gajala, fenomena, peristiwa sebagai layanan pengobatan 

tradisional. Misalnya suara musik, warna, gelombang 

elektromagnetik, panas, listrik dan aromatherapy. 

 

 

                                                             
 
24

 https://eprints.uny.ac.id/21787/4/4.%20BAB%20II.pdf di akses pada tanggal 5 

Oktober 2020, Jam 13.00 WIB 

https://eprints.uny.ac.id/21787/4/4.%20BAB%20II.pdf


22 
 

 
 

4. Pengobatan tradisional dalam Perspektif Hukum Islam 

 Adapun landasan hukum dalam pengobatan tradisional adalah : 

a. Al-quran 

 Nabi Ibrahim menyatakan nikmat adalah bersumber dari Allah swt. 

Berbeda ketika berbicara tentang penyakit, hal ini karena penganugerahan 

nikmat adalah sesuatu yang terpuji, sehingga wajar disandarkan kepada Allah, 

sedangkan penyakit adalah sesuatu yang dapat dikatakan buruk sehingga tidak 

wajar dinyatakan jika disandarkan kepada Allah swt. Nabi Ibrahim mengajarkan 

bahwa segala yang terpuji dan indah adalah bersumber dari Allah swt. Adapun 

yang tercela dan negatif, maka hendaklah terlebih dahulu dicari penyebabnya 

pada diri sendiri. Penyembuhan yang di tegaskan oleh Nabi Ibrahim ini bukan 

berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi, ada 

banyak hadits nabi Muhammad saw. memerintahkan untuk berobat. Maka 

dengan demikian maksud nabi Ibrahim adalah sebab dari segala sebab adalah 

Allah swt.
25

 

 Al-Qur’an merupakan obat dan penyembuh berbagai macam penyakit 

manusia, baik penyakit medis maupun kejiwaan atau penyakit akibat gangguan 

jin dan sihir. Banyak ayat Al-quran yang mengisyaratkan tentang pengobatan 

karena Al-quran itu sendiri diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-

orang mukmin. Al-quran Surah Al-isra’ ayat 82 menjelaskan : 

فَآ   نَ القْرْ اٰ نِّ مَا هُوَ شِّ لاَّ خَسَا رًا  وَ ننَُزِّ لُ مِّ يَْْ اِّ لِّمِّ نِّيَْْ ۙ وَ لَا يزَِّ يدُْ الظَّ زلمُؤْ مِّ ةٌ ل (٢٨)ءٌ وَّ رَ حَْْ  

“Dan kami menurunkan Al-quran sebagai penawar dan rahmat bagi 

orang-orang mukmin”. (QS. Al-isra’: 82)
26

 

 Tidak diragukan lagi bahwa Alquran merupakan obat penyakit hati 

sebagaimana firman Allah dalam surat Yûnus [10]: 57 yang berbunyi: 

زلمُْؤْ  دُوْرِّ وَهُدًىوَرَحْْةٌ لِّ زمَا فِِّ الصُّ فَآ ءٌ لِّ زكُُْ وَشِّ بِّ ن رَّ ز ظَةٌ مِّ وْعِّ نِّيْْ يََ أَيـُّهاَ النَّاسُ قدَْ جَآ ءَتْكُُ مَّ (۷۵)مِّ  
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“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam 

dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Q.s. 

Yûnus [10]: 57).
27

 

 Makna “Syifâ’ lima fi shudûr” (الشفاء الصدور يف ملا (pada surat Yûnus 

[10]: 57, menunjukkan bahwa Alquran merupakan obat penyembuh bagi 

penyakit hati dan penyakit lainnya, yaitu penyembuh dari penyakit kebodohan, 

keragu-raguan dan juga kebimbangan. Allah Swt. tidak menurunkan obat 

penyembuh dari langit yang sifatnya lebih umum, lebih bermanfaat, lebih besar 

dan lebih mujarab untuk menyingkirkan penyakit selain dari Alquran. Setelah 

meneliti dan memahami makna ayat-ayat syifâ’, secara zahir tidak diragukan 

lagi bahwa Alquran merupakan obat, penawar dan penyembuh bagi penyakit 

hati. .
28

  

 Allah berfirman dalam QS Fussilat/41: 44. 

يٌّ وَعَرَبيِّ ٌّ ۗ قلُْ هُوَ لِّ  مِّ لتَْ اٰ يٰتُهُ ۗ ءَ اَعَْْ َّقَالوُا لوَْلَا فُصِّز يَّا ل مِّ ُـرْاٰنًا أَعَْْ يْنَ لَا وَلوَْ جَعَلنْٰهُ ق ِّ فَآ ءٌ ۗ وَالََّّ ينَ اٰ مَنوُْا هُدًى وَشِّ ِّ لََّّ

 ْ نوُْنَ فِّ ُـؤْمِّ يدب  ي اَننب ععَِّ ن مَّ ْ  مًًَۗ ۗ أْوْلٰكَِّ  ينُناَوَوْنَ مِّ هُوَ للَهَِِّْ ْ  وَقْرٌ وَّ ِّ   أ اَا هِِّ

 “Dan Jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa 

selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan 

ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang 

(Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk 

dan penawar bagi orang- orang mukmin. dan orang-orang yang tidak 

beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu 

kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari 

tempat yang jauh”. 

 Menjaga kesehatan agar tidak sakit adalah sesuatu yang sangat signifikan 

dan mempunyai dasar yang kuat sebagaimana diterangkan kedua dalil di atas. 
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Olehnya itu, banyak metode pengobatan atas penyakit yang diderita oleh 

seorang penderita penyakit dalam upaya tetap sehat dalam kehidupannya. 

b. Hadist 

 Di dalam Islam sesungguhnya pengobatan itu dibolehkan dan bahkan 

sangat diajurkan, sebagaimana tercantum dalam beberapa hadis nabi, 

diantaranya: 

اءِّ  يبَْ وَوَاءُ الدَّ  اَا أْ صِّ
ِ
ز وَا ءب وَوَاءٌ فاَ كُِّ َّهُ قاَ لَ لِّ َ اَ ن  اْ نِّ أ لهِّ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ رَسُوْ لُ اللهِّ صَلَّ اُلله للَيَْهِّ وَسَلََّّ

ِ
ِِّ   برََأَ 

Artinya:  

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan 

penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa 

Ta’ala.” (HR. Muslim)
29

 

، وَجَاءَتِّ اْلَأعْرَابُ ، فقَاَلَ : عن اسامة  َ ز صَلََّّ اُلله لليه وَسَلََّّ ِّ نْدَ النَّبِّ ، أَنتَدََاوَى؟ فقََالَ : كُنْتُ عِّ نعََْ  : يََ رَسُوْ لَ اللهِّ

 ، بَاوَ اللهِّ دب يََ عِّ فَاءً غیََْْ وَاءب وَاحِّ لاَّ وَضَعَ له شِّ
ِ
نَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ لَْ  يضََعْ وَاءً ا

ِ
الھْرَمُ : مَا ھوَ؟ قاَلَ : قاَلوُا. تدََاوَوْ ا، فاَ  

 “Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai 

Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para 

hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta’ala tidaklah 

meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali 

satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: 

“Penyakit tua.” (HR. Ahmad).
30

 

 

رَامب  َ ز وَاءب وَوَاءً فتَدََاوَوْا وَلَا تدََاوَوْا بِِّ كُِّ وَاءَ وَجَعَلَ لِّ اءَ وَالدَّ نَّ اَلله أَنْزَلَ الدَّ
ِ
 ا

  “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, 

demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka 

berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram.” (HR. Abu 

Dawud)
31
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 Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa berobat merupakan hal 

yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.yaitu berobat yang tidak keluar 

dari koridor-koridor akidah Islam. 

c. Pandangan ulama tentang pengobatan tradisional 

 Syekh Abdurrahman al-Sa’di mengatakan bahwa frasa “Al-Qur’an 

merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang yang hatinya dipenuhi keimanan, 

yang senantiasa membuka hatinya sehingga nilai-nilai Al-Qur’an bersinar di 

sana. Nilai- nilai Al-Qur’an itu akan melahirkan ketenangan, kenyamanan dan 

rasa aman dalam hati. Ia merasakan kenikmatan yang tidak pernah dan tidak 

akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang lalai dari mengingat Allah.
32

 

 Ketika membaca dan menelaah ayat-ayat Al-Qur’an, ia akan 

mengutamakan makna yang dikehendaki Allah dibanding makna yang 

ditunjukkan dan dikehendaki manusia. Dengan begitu, setiap saat ia berusaha 

meraih ridha Allah dan berjuang agar menjadi hamba yang diridhai Allah. 

Keridhaan-Nya lebih ia cintai dibanding kehendak syahwat dan hawa nafsunya. 

Al-Qur’an juga mengandung dalil dan bukti yang sangat jelas dan tegas 

menunjukkan kekuasaan serta keagungan Allah swt. semua dalil dan bukti itu 

akan menghilangkan keraguan dalam dada setiap orang yang berusaha 

memahaminya sehingga secara bertahap keraguan dalam hati mereka digantikan 

oleh keyakinan. Jika hati telah selamat. Begitu pula sebaliknya, jika hati rusak 

atau digerogoti penyakit maka rusak pula seluruh tubuhnya. 

 Ibn Katsir mengatakan, “QS Yunus: 57 tersebut mengandung pengertian 

bahwa Al-Qur’an memiliki kekuatan untuk menghilangkan berbagai macam 

penyakit hati berupa kemunafikan, keraguan, kemusyrikan, sikap berlebih-

lebihan, melampaui batas, dan cenderung kepada keburukan. Al-Qur’an dapat 

menyembuh- kan semua penyakit itu.
33
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 Penyembuhan yang dimaksudkan tersebut bermakna umum meliputi 

penyembuhan hati dari keraguan, kebodohan, dan berbagai pandangan yang 

merusak, pemikiran yang menyesatkan, dan cita-cita yang hina. Al-Qur’an akan 

menyampaikan orang yang mencintainya menuju tingkatan yakin (ilmu yakin) 

yang akan menghilangkan segala keraguan dan kebodohan. Al-Qur’an juga 

mengandung nasihat dan pengingat yang akan menyingkirkan segala keinginan 

dan hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Selain itu, Al-

Qur’an juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segala penyakit jasmani 

yang menggerogoti tubuh manusia. Sementara, rahmat yang dimaksud dalam 

ayat itu adalah berbagai sebab dan perantara yang menjadikan setiap hamba 

memperoleh limpahan kasih sayang Allah dan kebahagiaan yang abadi serta 

balasan kebaikan di dunia akhirat. 

   

5. Asas Legalitas dan Kewajiban Perizinan/Legalitas Usaha dalam 

Perspektif Hukum Islam 

 Asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan, secara substansial 

terdapat dalam hukum Islam baik di dalam Al-Quran maupun hadist-hadist Nabi 

Muhammad SAW. Asas legalitas dalam syari'at Islam tidak ditentukan secara 

jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. 

Dengan demikian, bukan berarti syari'at Islam tidak mengenal asas legalitas. 

Jika diteliti dengan mendalam, asas legalitas merupakan asas yang mutlak 

dipakai dalam penerapan hukum Islam, sebab tanpa adanya aturan, seseorang 

tidak dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam 

ditemukan adanya ketentuan asas legalitas.
34

  

 Ketentuan asas legalitas dalam hukum Islam merupakan ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ketentuan ini didasarkan adanya beberapa 

ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan 
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hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggung jawaban manusia 

sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga 

kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu taklif yang sanggup dikerjakan. Dasar 

hukum asas legalitas dalam Islam antara lain:
35

 

 Al-Quran Surat Al-Isra’ (17) ayat 15 dan Surat Al-An’am (6) ayat 19, 

yang menyatakan bahwa : 

زْرَ أْخْرَىٰ ۗ وَمَا  مَنِّ اهْتدََىٰ  رَةٌ وِّ رُ وَازِّ لُّ للَهَِْاَ   وَلَا تزَِّ َّمَا يضَِّ ن
ِ
هِّ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فاَ نَفْسِّ ي لِّ َّمَا يََْتدَِّ ن

ِ
ٰ نبَْعَثَ فاَ عِّيَْ حَتََّّ كُنَّا مُعَذزِّ

(٥١)رَسُوْ لًا   

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), makan 

sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan 

barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) 

dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa 

orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus 

seorang rasul.” 
 

 ْ ذَا القُْرْأ نُ لأِّ َـٰ لَََّ هَ ِ
َ ا ُ ۖ شَهِّيدٌ عيَنِِّْ وَعيَنْكَُُْ   وَأْوحِِّ ءب أَكْبََُ شَهاَوَةً ۖ قُلِّ اللََّّ رَكُُْ عِّهِّ وَمَنْ علَغََ   أَئِّنَّكُُْ لتَشَْهدَُونَ أَنَّ قلُْ أَيُّ شََْ نذِّْ

ِّ أ لِّهةًَ أْخْرَىٰ   قلُْ لَا أَشْهدَُ  ِّكُونَ   مَعَ اللََّّ ْْ ُ ا ُ مَّ َّنِِّ برَِّيءٌ مِّ ن
ِ
دٌ وَا هٌ وَاحِّ َـٰ َ ل

ِ
َّمَا هُوَ ا ن

ِ
   قلُْ ا

 “Katakanlah: (Muhammad) “Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?” 

katakanlah: “Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-

Qur’an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi 

peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai AlQur’an 

(kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-

tuhan yang lain disamping Allah?” Katakanlah: “Aku tidak mengakui”. 

Katakanlah: “Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan 

sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan 

(dengan Allah)” 

 

 Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 

Perizinan merupakan salah satu dari pelayanan publik yang dilakukan oleh 

pemerintah. Seiring dengan perkembangan pemerintahan di daerah, maka 
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berbagai jenis pelayanan pun mengalami perkembangan pula diantaranya 

pelayanan penerbitan perizinan usaha pengobatan tradisional. Usaha pengobatan 

tradisional merupakan salah satu jenis usaha yang dijalankan untuk 

mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Maka dalam Al-Quran menegaskan 

tentang cara mencari rezeki yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 172 yang 

berbunyi: 

ينَ أ مَنوُا كُُ أ  آي    ِّ اَ الََّّ ُ  تعَْبُدُونَ يَُّ يََّ
ِ
نْ كُنْمُْْ ا

ِ
ِّ ا َّ بَاتِّ مَا رَزَقنْاَكُُْ وَاشْرُرُوا للَِّّ نْ يَيزِّ (۲۵۱)وْا مِّ  

 “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang 

 kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah Allah jika kamu hanya 

 menyembah kepada-Nya. 

 Perizinan merupakan salah satu ruang lingkup hukum Islam itu sendiri, 

salah satunya hukum public (Islam) adalah al-ahkam as-sulthaniyah yang 

membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, 

pemerintah baik pemerintah pusat,pemerintah daerah, tentara, pajak, dan 

sebagainya. Berdasar pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, sistem hukum Islam 

menyajikan bentuk keadilan hukum yang tidak terdapat pada sistem hukum 

yang lain. Dalam pengurusan perizinan berdasarkan hukum Islam yaitu pada 

dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan 

terhadap pemimpin. 

 Terkait dengan legalitas usaha pengobatan tradisional, jika mengacu 

kepada pemahaman sebagai seorang muslim, mengurus proses perizinan usaha 

merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah telah 

berfirman didalam Surat An-Nisa’ (4) ayat 59 : 

َ وَ  يعُوا اللََّّ ينَ أ مَنوُا أَيِّ ِّ اَ الََّّ نْكُُْ ۖيَٰ أَيَُّ سُولَ وَأْولَِّ الْأَمْرِّ مِّ يعُوا الرَّ ۷۵)أَيِّ  

 “Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.” 

 Firman Allah tersebut memerintahkan seseorang muslim untuk taat 

kepada ulil amri (pemimpin pemerintah). Apabila pemerintah mewajibkan para 
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pengobat tradisional memiliki izin usaha, maka sudah seharusnya para pelaku 

usaha tersebut mentaati aturan dari pemerintah tersebut.  

 

 

B. Hukum Positif Pengobatan Tradisional dan Usahanya 

 Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dalam Pasal 1 Tentang 

Kesehatan yaitu pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan 

kesehatan tradisional. 
36

 

1) Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk 

hidup produktif secara sosial dan ekonomis.  

2) Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau 

perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman 

dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma 

yang berlaku di masyarakat. 

3) Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa 

bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian 

(galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun 

temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan 

sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

4) Tenaga Kesehatan Tradisional adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional serta 

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan 

di bidang kesehatan tradisional yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan 

tradisional. 
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 Guna perlindung para pemanfaat jasa pengobatan tradisional, salah satu 

cara yang perlu ditempuh adalah mewajibkan kepada pengobat tradisional untuk 

melakukan pendaftaran dan perizinan pada instansi yang berwenang. Dengan 

demikian, apabila mereka telah mengantongi STPT dan SIPT maka praktik 

mereka akan terus dapat termonitor, sehingga bila ada penyimpangan dalam 

menjalankan praktik pengobatan tradisional akan segera dapat diambil tindakan 

oleh pihak yang berwenang yaitu para petugas Kesehatan dan Departemen 

Kesehatan. 

1. Peraturan Menteri Perdagangan RI Tentang Penerbitan Surat Izin 

Usaha 

 Menurut ketentuan Undang– Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang 

Wajib Daftar Perusahaan mengenai Bentuk usaha adalah badan usaha yang 

berfungsi sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan usaha. Bentuk usaha 

tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh UndangUndang Wajib 

Daftar Perusahaan. Setiap bentuk usaha yang telah memenuhi persyaratan 

Undang–Undang tersebut akan dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah dan 

juga telah mempunyai legalitas bentuk usaha. Bentuk usaha tersebut dapat 

berupa : Persekutuan Badan Hukum, dan Perseorangan. Dokumen legalitas 

bentuk usaha dapat diketahui dalam akta pendirian perusahaan, nama 

perusahaan, serta merk perusahaan. Setiap usaha yang menjalankan kegiatan 

usahanya wajib memenuhi syarat legalitas operasional 

 Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan 

memiliki Surat Izin Perusahaan Dagang (SIUP), yaitu surat izin yang diberikan 

oleh menteri atau pejabat untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. 

Dasar hukum untuk mendapatkan SIUP adalah UU No.3 Tahun 1982 tentang 

Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan wajib 

didaftarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai 
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menjalankan usahanya.
37

Untuk memperoleh SIUP, perusahaan wajib 

mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI), yaitu daftar isian yang memuat 

perincian data perusahaan pengusaha dan kegiatan usaha, dan pengusaha juga 

wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi. SIUP dikeluarkan 

berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Bagi pemilik 

perusahaan yang berdomisili di luar tempat kedudukan perusahaan maka ia 

harus menunjuk penanggung jawab/ kuasa berdasarkan domisili yang dikuatkan 

dengan KTP di tempat SIUP diterbitkan. 

 Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-

DAG/PER/9/2007 BAB II Pasal 2 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 

Perdagangan membahas :
38

 

a. Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib 

memiliki SIUP.  

b. SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :  

 SIUP Kecil;  

 SIUP Menengah;  

 SIUP Besar; 

 

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Penyelenggaraan 

Pengobatan Tradisional 

 Dalam melakukan pengobatan tradisional tentunya ada orang yang 

mengobatinya, yaitu pengobat tradisional. Menurut keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/2003 tentang Penyelenggaraan 

Pengobatan Tradisional, Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan 

pengobatan tradisional (alternatife). 
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 Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1076/MENKES/SK/VII/2003 BAB III Pasal 4 dan Pasal 5 tentang 

Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia menyatakan bahwa :
39

 

Pasal 4  

1) Semua pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan 

pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh 

Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).  

2) Pengobat tradisional dengan cara supranatural harus mendapat 

rekomendasi terlebih dahulu dari Kejaksaan Kabupaten/Kota 

setempat. 

3) Pengobat tradisional dengan cara pendekatan agama harus 

mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Kantor Departemen 

Agama Kabupaten/Kota setempat.  

Pasal 5  

Tata cara memperoleh STPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 

(1) ditetapkan sebagai berikut:  

a. Pengobat tradisional mengajukan permohonan dengan disertai 

kelengkapan pendaftaran kepada Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/ Kota dimana pengobat tradisional berada 

sebagaimana contoh. 

b. Kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a 

meliputi:  

1) Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh. 

2) FotokopiKTP.  
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3) Surat keterangan Kepala Desa / Lurah tempat melakukan 

pekerjaan sebagai pengobat tradisional. 

4) Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang 

pengobatan tradisional yang bersangkutan. 

5) Fotokopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional yang 

dimiliki. 

6) Surat pengantar Puskesmas setempat. 

7) Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 ( dua ) lembar. 

8) Rekomendasi Kejaksaan Kabupaten/Kota bagi pengobat 

tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/ Kota bagi pengobat 

tradisional klasifikasi pendekatan agama.  

 Kemudian dalam pasal 9 juga dijelaskan bahwa :
40

 

a. Pengobatan tradisional yang metodenya telah memenuhi 

persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta 

terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan 

Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. 

b. Akupunturis yang telah lulus uji kompetensi dari 

asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang 

bersangkutan dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional 

(SIPT) berdasarkan Keputusan ini. 

c. Akupunturis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

melakukan praktik perorangan dan/atau berkelompok. 

d. Akupunturis yang telah memiliki SIPT dapat diikutsertakan di 

sarana pelayanan kesehatan. 
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e. Penetapan pengobat tradisional lainnya yang akan diberi izin selain dari 

pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan 

tersendiri dengan Keputusan Menteri. 

 Pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan 

penapisan,pengkajian,penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan 

bermanfaat bagi kesehatan maka dapat diberikan Surat Izin Pengobat 

Tradisional (SIPT) oleh Kepala DinasKesehatan setempat. 

 Tata cara memperoleh SIPT sebagaimana yang dimaksud diatas adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengobat tardisional mengajukan permohonan SIPT kepada Kepala 

Dinas Ksehetan dimana pengobat tradisional m,enjalankan 

pekerjaannya. 

b. Kelengkapan permohonan sebagai berikut : 

1) Biodata pengobat tradisional. 

2) Fotocopy KTP. 

3) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan 

pekerjaan sebagai pengobat tradisional. 

4) Peta lokasi usaha dan denah ruangan. 

5) Rekomendai dari asosiaso/organisasi profesi di bidang 

pengobatan tradisional yang bersangkutan. 

6) Fotocopy sertifikat/ijazah pengobatan tradisional yang 

dimiliki. 

7) Surat pengantar Puskesmas setempat. 

8) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. 
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 Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan/praktik sebagai 

pengobat tradisional harus memiliki STPT atau SIPT. Pengobat tradisional juga 

berkewajiban menyediakan :
41

 

a. Ruang kerja dengan ukuran minimal 2x2,50 m2. 

b. Ruang tunggu. 

c. Papan nama pengobat tradisional dengan mencantumkan surat izin 

pengobat tradisional. 

d. Sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan hygiene dan 

sanitasi. 

e. Ramuan/obat tradisional yang memenuhi persyaratan. 

 Jika pengobat tradisional tidak memiliki izin praktik maka terjadi 

pelanggaran, sanksi yang diberikan adalah menutup praktik dan mencabut izin 

pendaftaran yang telah diberikan, dan jika menyangkut penipuan dan lain-lain, 

sanksi diselesaikan secara hukum pada umumnya, yaitu hukum perdata dan 

hukum pidana.  

 

C. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Pengobatan 

Tradisional 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

 Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.
42

 Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum 

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum 
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untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan 

dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
43

 Philipus M. Hadjon berpendapat 

bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau 

memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan 

perangkat-perangkat hukum.
44

 

 Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara 

hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: 

Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai 

pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak 

pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-

hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu 

pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan 

kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan 

sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini 

merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap 

pelanggaran yang telah dilakukan. 

 

2. Perlindungan Konsumen 

 Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam 

usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal-hal yang merugikan 
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konsumen itu sendiri
45

. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : “ perlindungan konsumen adalah segala upaya 

yang menajmin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen”.  

 Terdapat juga Asas Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang 

berbunyi; “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 

keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum” 

 Adapun tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3 Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi; 

“Perlindungan konsumen bertujuan: Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan 

kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat 

konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang 

dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem 

perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan 

keterbukaan informasi serta ekses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan 

kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga 

tumbuh sikapyang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, meningkatkan 

kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi 

barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

konsumen.” 

 

3. Hubungan Pelaku Usaha dengan Konsumen 

 Hubungan pelaku usaha pengobatan tradisional dengan konsumen akan 

berjalan dengan baik, jika kedua belah pihak saling memenuhi hak dan 
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kewajiban masing-masing. Karena hak dan kewajiban merupakan suatu unsur 

terpenting.  

 Dalam Undang-undang Perlindungan Kosumen No. 8 tahun 1999, diatur 

tentang hak dan kewajiban konsumen. Disebutkan dalam pasal 4 bahwa hak 

konsumen adalah: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/ atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9. Hak-hak 

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

 Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa kewajiban-

kewajiban konsumen adalah : 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

b. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
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d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

 Dalam undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 juga 

diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Disebutkan dalam Pasal 6 

bahwa hak-hak pelaku usaha adalah:  

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di 

perdagangan; 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikat tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan; 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.  

 Sedangkan dalam Pasal 7 disebutkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, 

yaitu: 

a. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau di 

perdagangan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku; 
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e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan; 

g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 
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BAB TIGA 

LEGALITAS USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
 

A. Profil dan Bentuk Usaha Pengobatan Tradisional Pusaka Alam 

 Klinik Tradisional Pusaka Alam tepatnya terletak di depan Kejati Aceh, 

Jl. Mr. Teuku Moh. Hasan, Batoh. Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Situasi 

Klinik Pusaka Alam nyaman dan tentram, sehingga banyak masyarakat yang 

senang berobat di klinik tersebut. Untuk lokasinya Klinik Pusaka Alam tidak 

jauh dari jalan utama Banda Aceh – Medan sehingga memudahkan masyarakat 

untuk menuju ke lokasi pengobatan.  

 

1. Sejarah Usaha Klinik Pusaka Alam 

 Klinik Alternatif Pusaka Alam merupakan sebuah usaha mikro yang 

bergerak dibidang jasa Industri. Usaha ini pertama kali di buka pada tanggal 1 

Februari 2009 yang didirikan oleh M.Amin alias Tgk.Putra Sevtia. Berawal dari 

semangat untuk bisa membuka lapangan kerja. Maka bapak Amin membekali 

dirinya dengan keahlian mengobati. Keahlian yang didapat dari orang tua secara 

turun menurun dan juga dari pendidikan khusus yaitu pelatihan Herba Penawar 

Al-wahida Int’l. Maka bapak hasrul membuka suatu usahanya. Dengan sangat 

semangat walaupun modalnya sedikit, akhirnya bapak Amin membuka usahanya 

pada tahun 2009 dengan nama Klinik Alternatif Pusaka Alam.
46

 

 Pada awalnya usaha klinik pengobatan Pusaka Alam ini berasal dari 

jawa. Kemudian di kembangkan oleh bapak Amin di Aceh yang hanya dibantu 

oleh beberapa karyawan. Sebagai pemilik sekaligus merangkap sebagai 

pengobat, bapak Amin meracik sendiri obat yang akan di beri kepada konsumen 

yang berasal dari bahan yang alami kemudian diracik dalam bentuk jamu. Klink 

pengobatan ini terdapat beberapa cabang di Aceh. Namun dengan seiring 
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berjalannya waktu, klinik pusaka alam ini hanya satu yang tetap dilanjutkan 

usahanya yaitu di Lueng Bata. Sementara waktu itu , terdapat cabang Pusaka 

Alam yang terletak di Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar, di Sp. 

Lingkar Terminal Sigli dan di Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota 

Banda Aceh. Tapi dikarenakan kondisi disana tidak ramai yang berobat, maka 

hanya sisa satu klinik pusaka alam saja di Lueng Bata. 

   

2. Jenis-jenis Penyakit dan Metode Pengobatan pada Klinik Pusaka 

Alam 

 Klinik Pusaka Alam yang beralamat di depan kejaksaan Banda Aceh, 

menawarkan berbagai pilihan pengobatan. Mulai dari penyakit amandel, 

ginjal,kecing manis, kelumpuhan, asam lambung, kolesterol, radang paru-paru, 

hernia, ambeien, kusta, kanker, darah tinggi, katarak, kejang jantung, penyakit 

kuning dan mengurangi berat badan. Pengobatan tradisional bisa dibilang 

memiliki akses lebih mudah bagi pasien yang berobat. Pusaka Alam, pasien 

cukup membayar pendaftaran Rp. 10 ribu. Ramuan satu paket untuk 15 hari bisa 

mencapai Rp. 300 ribu, tergantung dari jenis penyakit dan komplikasinya. Obat 

yang diracik oleh tabib tersebut sejenis ramuan jamu. Pasien yang datang 

berobat ke Klinik Pusaka Alam sehari 1-2 orang terkadang jika ramai bisa 

mencapai 5 orang dalam sehari.
47

 

 Metode pengobatan yang dipakai pengobat tradisional di Pusaka Alam 

meliputi : 

a. Memberi terapi ramuan jamu atau herbal. 

b. Memberikan terapi fisik untuk membantu kesembuhan pasien. 

 Hasil wawancara Septian Eka Putra sebagai salah satu karyawan Pusaka 

Alam menjelaskan bahwa sebelum para pengobat tradisional memberikan terapi/ 

pengobatan pada para pasien, para pengobat tradisional melakukan pendeteksian 
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gangguan penyakit yang terjadi pada diri pasien melalui berbagai cara antara 

lain dengan bertanya pada pasien dan keluarga yang mengantarnya, dan 

bertanya tentang identintas, keluhan yang dirasakan pasien atau penyakit pasien, 

lamanya sakit, sudah berobat kemanan serta pertanyaan lain yang terkait. 

Pengobat tradisional juga melakukan deteksi penyakit melalui pemeriksaan fisik 

pasien, dengan cara memegang, memijat, menekan tempat yang sakit.
48

 

 

B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperoleh Legalitas Usaha Klinik 

Pengobatan Tradisional Pusaka Alam 

 Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah unsur yang 

terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau 

mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata 

lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, 

dimana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai 

dokumen sehingga sah di mata hukum pemerintah. Dalam suatu usaha faktor 

legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Untuk 

memperoleh legalitas usaha dan meningkatkan kualitas produksi, pelaku usaha 

perlu meningkatkan standar mutu Klinik Pengobatan yang telah ditetapkan oleh 

instansi-nstansi yang terkait dan menangani standar mutu yang akan dijalankan. 

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan.
49

 

 Sesuai dengan isi dari Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan ada pasal yang berbunyi setiap perusahaan wajib didaftarkan 

dalam Daftar Perusahaan. Setiap bentuk usaha yang telah memenuhi persyaratan 

Undang–Undang tersebut akan dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah dan 

juga telah mempunyai legalitas bentuk usaha. Namun dari hasil penelitian 
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ditemukan bahwa Klinik Alternatif  Pusaka Alam tidak menjalankan tugasnya 

sesuai Undang-Undang tersebut karena belum memperpanjang Surat Izin 

Usahanya. Jika ditinjau dari legalitas secara hukum Klinik Pusaka Alam tersebut 

sudah tidak memiliki usaha perizinan lagi, karena surat izinnya sudah tidak aktif 

lagi. Terakhir di perpanjang izin pada tahun 2016-2017. Sampai sekarang klinik 

Pusaka Alam tersebut masih saja tidak memiliki Surat Izin Usaha. Upaya yang 

pernah dilakukan oleh klinik Pusaka Alam adalah mengirimkan beberapa surat 

permintaan perpanjangan usaha, namun tidak dilanjutkan dikarenakan urusan 

untuk memperpanjang izin usaha sangat sulit dan memakan biaya. 

 Hasil wawancara dengan tabib Bapak Adi Saputra menjelaskan bahwa 

klinik Pusaka Alam tidak memperpanjang izin usahanya karena proses 

pembuatan izin usaha menggunakan waktu yang cukup lama dan dikenakan 

biaya administrasi. Menurutnya walaupun klinik Pusaka Alam sudah tidak 

memiliki surat izin usaha  masih saja ramai masyarakat mempercayai 

pengobatan tersebut,
50

  bahkan klinik Pusaka Alam ini masih tetap saja 

dipercayai oleh masyarakat karena sampai sekarang belum ada pasien yang 

mengeluh dengan cara pengobatan yang dilakukan oleh tabib tersebut dan 

semakin ramai masyarakat berobat dikarenakan hasil yang sangat memuaskan. 

 Meskipun klinik tradisional Pusaka Alam ini sudah tidak memiliki surat 

izin usaha. Namun klinik tersebut masih saja menerima pasien yang berobat, 

dikarenakan banyak masyarakat yang masih percaya  dan sembuh dengan 

pengobatan tersebut.  Berdasarkan hasil obverasi dilapangan, tampak bahwa ada 

beberapa orang yang masih berobat ke klinik Pusaka Alam, namun jika terjadi 

kelalain pelaku usaha terhadap konsumen di saat melakukan pengobatan  atau 

pemberian obat yang diresepkan ke pasien tidak tepat, maka pelaku usaha harus 

menerima sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang 
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perlindungan konsumen yaitu tuntutan tindak pidana.
51

 Seperti yang telah 

dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bahwa 

menyatakan tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila 

mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu melanggar norma hukum tertulis, bertentangan 

dengan hukum, berdasar suatu kelalaian atau kesalahan besar.
52

 

 Praktik pengobatan tradisional di Banda Aceh berdasarkan data dari 

Dinas Kesehatan tahun 2014 yang telah memiliki izin praktik sejumlah 40 

tempat pengobatan tradisional.
53

 Namun tidak dapat dipungkiri ditemukan juga 

usaha pengobatan tradisional yang belum memiliki izin sehingga izin dari Dinas 

Kesehatan Banda Aceh sehingga praktik pengobatan tradisional pengobat 

tradisional dengan konsumennya tidak dapat diawasi secara maksimal oleh 

Dinas Kesehatan Banda Aceh. Pelaku usaha pengobatan tradisional memiliki 

hubungan hukum kontraktual dengan pasiennya. Hubungan hukum tersebut 

dapat mengakibatkan berbagai masalah apabila ada perbuatan yang dapat 

merugikan para pihak dalam proses pengobatan tradisional. 

 Dalam suatu perbuatan tindak pidana maka diperlukan pemakaian asas 

legalitas dengan maksud bahwa hukum Islam menjalankan asas legalitas untuk 

melindungi kepentingan masyarakat. Hukum positif di Indonesia mengenal asas 

legalitas dalam KUHP pasal 1 ayat (1), bahwa setiap perbuatan yang disebut 

sebagai perbuatan/tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang yang 

diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang 

perbuatan-perbuatan dimaksud.
54
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C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku usaha dan Konsumen 

Klinik Pengobatan Tradisional Pusaka Alam 

 Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen disebutkan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri,keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak 

diperdagangkan.
55

 Dengan begitu, pasien dalam pengobatan tradisional tersebut 

dapat digolongkan sebagai konsumen, karena ia sebagai pengguna jasa 

pengobatan tradisional. 

 Sedangkan pihak penyedia jasa pengobatan tradisional tersebut dapat 

disebut sebagai pelaku usaha, karena sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UU N0.8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha adalah setiap 

orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di 

bidang ekonomi.
56

 

 Pasien sebagai konsumen juga mendapat perlindungan hukum 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). 

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi 

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen. 

 Menurut hasil observasi lapangan oleh peneliti, jika terjadi kerugian 

kepada konsumen maka pihak Pusaka Alam tidak memberikan perlindungan 

hukum kepada konsumen dan tidak mengganti rugi, karena pihak Pusaka Alam 

tidak melakukan perikatan atau perjanjian dengan konsumen di awal 

                                                             
 

55
 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen 

 
56

 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3 tentang Perlindungan Konsumen 



47 
 

 
 

pertemuan.
57

 Seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata bahwa perjanjian telah dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya 

kesepakatan atau terjadinya persetujuan antar kedua belah pihak terhadap pokok 

yang menjadi perjanjian. Jadi jika konsumen telah merasa dirugikan oleh pihak 

Pusaka Alam, maka konsumen tidak bisa menggugat atau melaporkan pihak 

Pusaka Alam dikarenakan tidak adanya kesepakatan dan perjanjian antara 

konsumen dan pelaku usaha. 

 Jika di pandang dalam Undang-Undang masalah ada atau tidaknya suatu 

kerugian yang diderita oleh suatu pihak (dalam hal hubungan konsumen-pelaku 

usaha) dari penggunaan,pemanfaatan, dan pemakaian oleh konsumen atas 

barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tidak akan terlepas 

dalam pertanggung jawaban hukum. Pertanggung jawaban tersebut secara 

perdata. Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka 

dalam Pasal 19 diatur mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha, untuk 

memberikan ganti rugi atas kerusakan,kelalaian, atau kerugian akibat 

mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. 

 Klinik pengobatan tradisional dalam penyelenggaraannya harus tetap 

memperhatikan upaya pengobatan yang aman,terjangkau serta berhasil guna. 

Hasil yang dicapai dari pengobatan tradisional ini ada yang positif dan ada yang 

negatif. Tindakan pengobatan tradisional yang positif yaitu kesembuhan bagi 

pengguna jasa pengobatan tradisional. Sedangkan yang negatife bisa disebabkan 

karena kondisi pasien yang memang sudah kritis atau karena kesalahan dari 

pelaku usaha pengobatan tradisional tersebut. Kesalahan disini bisa karena 

kesengajaan, kelalaian atau kurang hati-hati. 
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D. Perspektif Hukum Islam terhadap Kewajiban Legalitas Usaha Klink 

Pengobatan Tradisional Pusaka Alam 

 Asas legalitas adalah suatu prinsip dimana suatu perbuatan baru dapat 

dianggap melanggar hukum jika waktu peristiwa itu terjadi sudah ada peraturan 

yang melarangnya.Walaupun asas legalitas merupakan istilah hukum modern 

namun ajaran Islam juga menjunjung tinggi asas tersebut .Hal ini dapat dilihat 

dalam ajaran Al-Qur’an yang menjelaskan, bahwa Allah SWT tidak akan 

menyiksa seseorang dalam arti belum dianggap melanggar hukum, kecuali 

setelah ada peraturan yang melarang atau mengaturnya. Oleh karena itu sebelum 

datang Al-Qur’an, umat manusia belum diminta pertanggung jawaban atas 

perbuatan-perbuatannya, kecuali masyarakat yang pernah dijangkau oleh 

kewenangan dakwah para Rasul sebelumnya ( Q.S. al-Isra ayat 15). Dari 

penjelasan Surat Al-isra tersebut menyatakan bahwa “Kami tidak akan 

mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”. Maka dapat disimpulkan 

bahwa seorang pelaku usaha yang telah melanggar hukum maka tidak akan 

dihukum jika belum diturunkannya perintah oleh Allah melalui Nabi 

Muhammad.
58

 

 Perizinan dapat dikaitkan dalam Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa 

umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-

Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, 

kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang 

tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang 

dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT di 

akhirat.  

 Hukum Islam juga mengatur mengenai legalitas usaha yaitu terdapat 

pada Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya “hai orang-orang beriman, taatilah 

                                                             
 

58
 Aditya Widyatmoko, “Komparasi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam Dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, skripsi ( Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2010 ), 

hlm.35 



49 
 

 
 

Allah, Rasul dan beserta Ulil Amri”. Maka dari ayat tersebut mengungkapkan 

makna bahwa seorang pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya harus 

mentaati aturan perundang-undangan, seperti masalah perizinan usaha. Secara 

tidak langsung pelaku usaha harus mengurus proses perizinan usaha karena surat 

izin usaha merupakan hal yang dijunjung tinggi dalam bentuk usaha agar usaha 

yang diperoleh atau dikembangkan memiliki pertanggung jawaban atau yang 

sering disebut dengan usaha yang legal.  

 Begitu juga dengan klinik Pusaka Alam yang harus memiliki surat 

perizinan usahanya agar memiliki pertanggung jawaban dikemudian harinya, 

namun berdasarkan penelitian yang dilakukan klinik Pusaka Alam pernah 

memiliki surat izin usaha namun tidak memperpanjang izinnya lagi, oleh karena 

itu klinik Pusaka Alam dapat dikatakan tidak memiliki izin usaha atas usaha 

yang didirikannya. Maka dalam hukum Islam dapat dikatakan klinik Pusaka 

Alam telah melanggar syariat islam karena klinik tersebut menjalankan 

usahanya tidak selaras dengan kandungan dari isi Surat An-Nisa’ ayat 59 yang 

dapat dikatakan bahwa klinik Pusaka Alam tidak mentaati perturan pemerintah 

dan perundang-undangan. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa 

kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut: 

1. Usaha Klinik Pengobatan Tradisional Pusaka Alam sudah illegal sejak 

2017 hingga sekarang. Namun ada beberapa upaya yang harus dilakukan 

oleh pemilik usaha Pusaka Alam  untuk memperoleh legalitas klinik 

Pengobatan tradisional yang dikelolanya, yaitu dengan cara 

mendaftarkan kembali klinik usahanya dengan membawa syarat yang 

telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan. 

2. Perlindungan hukum yang diberikan dari pihak Pusaka Alam kepada 

konsumen adalah jika terjadi kerugian bagi pihak konsumen maka pihak 

Pusaka Alam tidak mengganti rugi dikarenakan di awal perjumpaan 

konsumen dan pelaku usaha tidak melakukan perikatan atau perjanjian 

jika terdapat ketidakpuasan terhadap konsumen. 

Perlindungan pelaku usaha yaitu menerima pembayaran yang sesuai 

dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan, mendapatkan perlindungan hukum dari 

tindakan konsumen yang beri’tikad tidak baik, dan hak-hak yang diatur 

dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. 

3. Tinjauan hukum Islam terhadap legalitas usaha pengobatan tradisional 

Pusaka Alam berdasarkan analisis penulis yang dikemukakan dalam 

penelitian bahwa surat izin yang dimiliki oleh klinik Pusaka Alam sudah 

tidak memenuhi kriteria perizinan perusahaan dikarenakan tidak 

memperpanjang surat izin yang dimiliki, dan pada dasarnya bertentangan 

dengan hukum Islam dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh 
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karena itu perusahaan yang tidak memiliki izin usaha dapat dikatakan 

sebagai perusahaan yang illegal. 

 

B. Saran 

 Melihat pada legalitas usaha pengobatan tradisional yang ada di klinik 

Pusaka Alam maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan, 

diantaranya: 

1. Bagi pelaku usaha, hendaknya pelaku usaha memperpanjang surat 

izin usahanya ketika memiliki usaha sekecil apapun sehingga tidak 

merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha yang 

didirikannya.  

2. Bagi konsumen agar menghindari usaha-usaha yang didirikan oleh 

perusahaan yang tidak memiliki surat izin usaha dan berhati-hati 

dalam memilih tempat pengobatan yang akan di datangi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyadari bahwa penelitian ini 

terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari itu penelitian 

ini dapat disempurnakan dengan metode analisis yang berbeda, 

sehingga dapat menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi. 
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Wawancara dengan M.Amin, Tabib Klinik Pusaka Alam, pada tanggal 9 November 

2020 di Klinik Pusaka Alam Banda Aceh 
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Wawancara dengan Adi Saputra, pada tanggal 27 November, pukul 15 .00 WIB 
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Wawancara dengan Septian Eka Putra, karyawan Klinik Pusaka Alam, pada tanggal 27 

November 2020, jam 15.00 WIB 
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Wawancara dengan Fira Ulmiana sebagai Konsumen Pusaka Alam, pada Tanggal 8 

Desember 2020, pukul 16.00 WIB 


